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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. PENELITIAN  TERDAHULU 
1. Dandan Haryono dan Lena Marlina (2021).
Judul penelitian ini adalah "Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Stunting di Desa Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan stunting di Desa Singaparna belum mencapai hasil yang diharapkan. Dari empat tahapan partisipasi masyarakat, hanya dua yang berjalan dengan baik, yaitu tahap pengarahan program alternatif dan evaluasi, sementara tahap penilaian dan pelaksanaan program belum dilaksanakan dengan efektif. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan informasi di kalangan masyarakat mengenai stunting serta minimnya perhatian masyarakat terhadap kegiatan pencegahan.
2. Ahmad Hidayat dan Syahreani (2023).
Judulnya adalah "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Desa Simpung Layung, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong". Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk mengatasi stunting di Desa Simpung Layung sudah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya efektif. Beberapa hambatan utama yang ditemukan termasuk terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam pelaksanaan program.
3. Muhammad Dandi dan Ahmad Harahap (2024).
Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Program Penurunan Stunting di Desa Juru Banu, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur". Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan program penurunan stunting di Desa Juru Banu belum optimal, disebabkan oleh keterbatasan kapasitas dari pelaksana, kurangnya sosialisasi, dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pola hidup sehat. Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan untuk menurunkan stunting di daerah ini belum efektif diimplementasikan.
4. Nur Budi Wati, dkk., (2020).
Dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Garut". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar partisipasi masyarakat dalam menanggulangi stunting di Desa Leuwigoong, Kabupaten Garut. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif, dengan partisipan yang meliputi pejabat kesehatan, perangkat desa, serta orang tua yang memiliki anak dengan stunting dan tidak. Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka stunting di Desa Leuwigoong pada tahun 2019. Beberapa alasan untuk rendahnya partisipasi antara lain: Kebersihan lingkungan yang kurang, minimnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi, kesibukan orang tua, serta kondisi ekonomi yang sulit.
5.  Astuti, Endarti, dan Lestari (2023).
Judul penelitian adalah "Partisipasi Masyarakat dalam Aksi Konvergensi Penanganan Stunting di Kabupaten Blitar". Penelitian ini mengeksplorasi keterlibatan masyarakat dalam program konvergensi penurunan stunting yang diprakarsai oleh pemerintah daerah. Temuan menunjukkan bahwa kerjasama antar sektor belum dapat berfungsi secara efektif tanpa partisipasi aktif dari masyarakat di tingkat desa. Keterlibatan yang kuat dari masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berkaitan dengan gizi dan sanitasi terbukti meningkatkan keberhasilan program penurunan stunting.



6.  Hasbi As-Siddiq dan Permatasari (2022).
Dengan judul “Keterlibatan Masyarakat dalam Mengatasi Stunting di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta”, penelitian ini mengeksplorasi berbagai cara masyarakat berpartisipasi dalam program pencegahan stunting. Kegiatan yang diteliti meliputi penyuluhan tentang gizi, kegiatan posyandu, dan kerja bakti di lingkungan sekitar.  Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat memainkan peran yang signifikan melalui tenaga, keahlian, dan sumbangan sosial dalam usaha mencegah stunting. Akan tetapi, masih ada tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat serta informasi terbatas tentang pentingnya gizi dan kesehatan bagi ibu dan anak.
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 TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU 
	NO
	NAMA 
	JUDUL
	PERBEDAAN & PERSAMAAN

	1
	Dandan Haryono & Lena Marlina. (2021).

	Partisipasi Masyarakat pada Pencegahan stunting didesa Singaparna kecamatan Singaparna kabupaten Tasikmalaya.
	Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada lokasi penelitian, fokus kajian, dan tujuan penelitian. Jika penelitian Haryono dan Marlina berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pencegahan stunting, sedangkan penelitian saya berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat serta strategi peningkatan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan stunting.


	2
	Ahmad Hidayat & Syahrani (2023). 

	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.
	Penelitian ini relevan dengan tujuan  penelitian saya karena sama-sama membahas upaya pemerintah desa dalam menangani masalah stunting. Perbedaannya dengan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pemerintah desa, sedangkan penelitian  saya lebih menekankan pada tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam program pencegahan stunting di Desa Sei Pimping Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.


	3
	Muhammad Dandi & Ahmad Harahap (2024).

	Implementasi Kebijakan Program Penurunan Stunting di Desa Juru Banu Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur.
	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang karena sama-sama menyoroti permasalahan dalam pelaksanaan program stunting di tingkat desa. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini lebih menekankan pada implementasi kebijakan pemerintah, sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan stunting.

	

	4
	Nur Budi Wati, dkk .,  (2020).

	Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Garut
	Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting. Namun Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada faktor-faktor sosial yang memengaruhi partisipasi masyarakat di Kabupaten Garut, sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pencegahan stunting di Desa Sei Pimping, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong.

	5
	Astuti, Endarti & Lestari (2023).

	Partisipasi Masyarakat dalam Aksi Konvergensi Penanganan Stunting di Kabupaten Blitar.
	Penelitian ini relevan dengan penelitian saya karena sama-sama mengkaji peran masyarakat dalam upaya penanganan stunting. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian ini  lebih menekankan  pada aksi konvergensi lintas sektor, sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan stunting di tingkat desa.

	6
	Hasbi As-Siddiq & Permatasari (2022).

	Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Stunting di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.
	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sekarang dalam hal tema besar, yaitu peran masyarakat dalam pencegahan stunting. Adapun perbedaannya, ini berfokus pada bentuk partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian saya menekankan pada upaya dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting di Desa Sei Pimping Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
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Berdasarkan enam penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan penting dalam keberhasilan program pencegahan dan penurunan stunting. Namun, sebagian besar penelitian menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih rendah akibat kurangnya pengetahuan, sosialisasi, dan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji lebih dalam strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting di Desa Sei Pimping Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sehingga diharapkan  hasilnya nanti dapat memberikan rekomendasi praktis atau saran yang berguna bagi pemerintah desa dan Masyarakat.

B. LANDASAN TEORI
1.  Teori Administrasi Negara
Menurut Sondang P. Siagian (Inu Kencana, 2011: 5), administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan rangkaian proses kolaborasi antarindividu manusia, yang didasarkan pada pertimbangan rasional tertentu, guna mencapai sasaran yang telah ditentukan secara awal. Administrasi, apabila dipandang sebagai suatu bentuk seni, merupakan proses yang hanya dapat dipahami pada tahap permulaannya, sementara hasil akhirnya tidak dapat diprediksi dengan pasti. Dalam konteks ini, administrasi sebagai seni menunjukkan fenomena sosial yang kompleks. Oleh karena itu, administrasi pada dasarnya adalah proses implementasi berbagai kegiatan spesifik, yang dimulai sejak dua individu atau lebih sepakat untuk bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan bersama. Adapun administrasi publik, yang lebih umum dikenal sebagai administrasi negara, melibatkan sekelompok individu yang berkolaborasi dalam suatu organisasi pemerintah untuk mewujudkan tujuan organisasional secara efektif dan efisien.
Administrasi negara merupakan keseluruhan proses kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Dwight Waldo (1955), administrasi negara adalah organisasi serta manajemen sumber daya manusia dan materi untuk mencapai tujuan pemerintahan.
Sementara itu, Siagian (2001) mendefinisikan administrasi negara sebagai keseluruhan proses penyelenggaraan negara yang mencakup kebijakan publik, implementasi, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, administrasi negara menjadi fondasi bagi pemerintah desa untuk menjalankan program pembangunan, termasuk upaya pencegahan stunting. Administrasi negara menekankan pentingnya fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan, yang dalam konteks ini dilakukan secara bersama dengan masyarakat sebagai bagian dari implementasi kebijakan publik di tingkat desa.
Menurut Handayaningrat (2006), administrasi negara merupakan suatu proses kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Pemerintah memiliki tanggung jawab mengarahkan, mengendalikan, dan memastikan bahwa seluruh kebijakan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, administrasi negara tidak hanya bersifat birokratis, tetapi juga bersifat partisipatif karena melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pengawasan program.
Ada juga ,menurut  Siagian (2012) menjelaskan bahwa administrasi negara memiliki fungsi utama untuk mengatur hubungan kerja yang terarah antara berbagai unsur pemerintahan guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Fungsi-fungsi tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pemerintahan. Dalam konteks penanganan stunting, fungsi-fungsi tersebut dapat diterapkan dalam perencanaan program gizi, pelaksanaan kegiatan posyandu, serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program di masyarakat desa.
Menurut Dwiyanto (2015) menambahkan bahwa administrasi publik modern menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelayanan publik. Pemerintah dituntut tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga fasilitator yang mendorong masyarakat untuk turut serta dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, keberhasilan administrasi publik sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu melibatkan masyarakat sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, Tjokroamidjojo (2000) menegaskan bahwa administrasi negara yang baik harus mampu menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Sinergi tersebut terwujud melalui koordinasi, komunikasi, serta keterbukaan informasi antara pemerintah dan warga. Dalam konteks penanganan stunting di desa, kolaborasi ini menjadi sangat penting agar kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
2.  Paradigma Administrasi Negara 
Perkembangan paradigma administrasi negara telah mengalami perubahan seiring waktu. Menurut Nicholas Henry (1987), terdapat lima paradigma utama dalam administrasi publik. Dan juga, Paradigma administrasi negara adalah perubahan cara pandang dalam administrasi publik, yang meliputi enam tahapan  utama sebagaimana diidentifikasi oleh Nicholas Henry dan Denhardt. Tahapan tersebut meliputi Dikotomi Politik dan Administrasi (1900–1926), yang membedakan antara ranah politik dan administrasi, Prinsip-Prinsip Administrasi (1927–1937), yang fokus pada efisiensi, Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950–1970) yang menekankan keterkaitan politik dan implementasi, New Public Administration (1970-an) yang menekankan keadilan sosial dan partisipasi, New Public Management (1980–2000-an) yang berfokus pada pendekatan efisiensi sektor  swasta, serta New Public Service (2003) yang memandang warga sebagai subjek aktif, bukan sekadar konsumen layanan.
1. Dikotomi Politik dan Administrasi (1900–1926)  
Paradigma ini pertama kali dikemukakan oleh Wilson (1887) melalui tulisannya “ The Study  of Administration.“  fokus utamanya adalah memisahkan antara politik  (policy making) dan administrasi (policy Implementation).wilson berpendapat  bahwa politik seharusnya membuat kebijakan, sedangkan administrasi bertugas melaksanakan kebijakan tersebut secara netral dan professional.ciri utamanya Adalah pengawai pemerintah harus bersikap netral dari kepentingan politik, administrasi dianggap sebagai alat teknis untuk menjalankan Keputusan politik.tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang efisiensi, rasional, dan bebas dari intervensi publik.paradigma ini menandai awal berdirinya administrasi negara sebagai disiplin ilmu tersendiri, terpisah dari ilmu politik. 
Selain  Woodrow Wilson, tokoh lain yang memperkuat paradigma ini adalah Frank J. Goodnow (1900) melalui karyanya “Politics and Administration.” Goodnow berpendapat bahwa politik berkaitan dengan penetapan kebijakan (the expression of the will of the state), sedangkan administrasi berkaitan dengan implementasi kebijakan (the execution of that will). Oleh karena itu, pemisahan fungsi antara politik dan administrasi dianggap esensial agar pemerintahan dapat beroperasi secara efektif dan terhindar dari bias terhadap kepentingan politik tertentu.
Paradigma ini juga menjadi landasan bagi konsep netralitas birokrasi, di mana aparatur negara harus bertugas berdasarkan profesionalisme, kompetensi, dan peraturan yang berlaku tanpa terpengaruh oleh kepentingan partai politik. Nilai-nilai seperti efisiensi, disiplin, dan hierarki yang terstruktur dianggap krusial untuk menjaga stabilitas birokrasi.
Namun, paradigma dikotomi politik dan administrasi ini kemudian menghadapi kritik karena dianggap terlalu idealistis dan tidak praktis, mengingat dalam realitasnya kebijakan publik tidak dapat sepenuhnya terpisah dari pengaruh politik. Meskipun demikian, paradigma ini tetap memainkan peran signifikan sebagai fondasi awal perkembangan ilmu administrasi negara modern dan memberikan panduan bagi pembentukan sistem birokrasi profesional di berbagai negara.
2.  Prinsip-Prinsip Administrasi (1927–1937)  
Paradigma ini menekankan bahwa administrasi publik dapat dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah (scientific principles) seperti efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas organisasi. Tokoh utamanya meliputi Luther Gulick dan Lyndall Urwick melalui konsep POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting). Ciri utamanya adalah bahwa administrasi publik dianggap identik dengan administrasi bisnis (administration is administration), dengan fokus pada teknik manajerial untuk meningkatkan efisiensi. Birokrasi ideal menurut Max Weber dijadikan sebagai model: hierarkis, formal, dan berbasis aturan. Paradigma ini memposisikan administrasi publik sebagai disiplin yang rasional dan sistematis, namun dikritik karena terlalu mekanistik dan mengabaikan dimensi sosial-politik masyarakat. Penekanan diberikan pada efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintahan.
Selain itu, paradigma ini juga menyoroti pentingnya struktur organisasi yang terdefinisi dengan jelas, pembagian tugas yang eksplisit, dan rantai komando yang teratur untuk mencapai efisiensi kerja. Administrasi publik dalam perspektif ini bersifat teknokratis, artinya dijalankan berdasarkan keahlian profesional dan prinsip manajerial yang rasional.
Tokoh lain yang turut memperkuat paradigma ini adalah Henri Fayol, yang memperkenalkan 14 Prinsip Manajemen, seperti pembagian kerja (division of work), kesatuan komando (unity of command), kesatuan arah (unity of direction), dan disiplin. Prinsip-prinsip ini kemudian diadaptasi dalam administrasi publik untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam organisasi pemerintahan. Paradigma ini juga menjadi landasan bagi munculnya pendekatan administratif klasik (classical administrative theory), yang memandang administrasi publik sebagai disiplin yang dapat dirumuskan melalui prinsip-prinsip universal. Pemerintahan dianggap dapat dikelola layaknya perusahaan bisnis yang rasional, dengan mengutamakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.
Namun, paradigma ini juga menghadapi kritik tajam, terutama karena dianggap terlalu berfokus pada aspek struktur dan efisiensi, sehingga mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, dinamika sosial, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Kritik ini kemudian menjadi fondasi bagi munculnya paradigma berikutnya, yaitu Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik, yang berupaya menghubungkan kembali antara administrasi dan realitas politik serta sosial masyarakat.
3.  Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950–1970) 
Pada periode ini, administrasi publik dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari politik. paradigma ini menempatkan hubungan yang erat antara pembuatan kebijakan politik dengan pelaksanaan kebijakan tersebut melalui administrasi. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan publik yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mempertimbangkan dinamika politik dalam proses implementasi kebijakan demi terciptanya pemerintahan yang demikratis dan efektif.
Paradigma ini juga menegaskan bahwa setiap Keputusan dalam bidang administrasi tidak terlepas dari dampak politik, sehingga peran aparatur publik tidak dapat sepenuhnya dianggap netral. Hubungan antara pejabat politik dan birokrat dilihat sebagai suatu kemitraan yang saling mendukung untuk mencapai tujuan Bersama dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, administrasi publik pada masa ini berkembang sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat luas.  
Paradigma ini juga memperlihatkan perubahan pemahaman bahwa birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan semata, melainkan juga turut berperan penting dalam proses perumusan kebijakan publik. Dengan demikian, aparatur pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap arah serta isi kebijakan yang diputuskan oleh lembaga politik. Hal ini menjadikan administrasi publik sebagai bagian esensial dari sistem politik yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pendekatan tersebut mengakui bahwa efektivitas administrasi publik sangat bergantung pada kestabilan politik dan legitimasi pemerintahan. Ketika sistem politik berjalan dengan baik dan stabil, pelaksanaan administrasi cenderung berlangsung lebih efisien dan terarah. Sebaliknya, apabila terdapat ketidakstabilan politik, hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan kebijakan publik secara optimal. Oleh karena itu, sinergi dan kerja sama yang harmonis antara aktor politik dan birokrasi menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.
Dengan demikian, paradigma ini menegaskan bahwa administrasi publik bukan sekadar aktivitas manajerial semata, melainkan merupakan proses politik yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Hubungan saling memengaruhi antara ranah politik dan administrasi inilah yang menjadikan masa ini sebagai fondasi penting dalam perkembangan pemikiran administrasi publik modern.
4. Administrasi Publik Baru / New Public Administration (1970an)
Munculnya administrasi publik baru adalah jawaban atas keterbatasan dari metode yang lebih dulu yang diorientasikan pada birokrasi dan mekanisme. Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan sosial, keterlibatan masyarakat, dan respon terhadap kebutuhan publik sebagai hal yang utama. Dengan cara ini, partisipasi masyarakat diutamakan untuk menciptakan pelayanan pemerintah yang lebih adil dan terbuka.
Model ini juga menuntut agar administrasi publik menjadi lebih responsif, inovatif, dan peka terhadap perubahan sosial yang terus terjadi. Tujuan besarnya adalah untuk membangun pemerintah yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berpegang pada nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan fokus pada pelayanan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, transformasi administrasi publik beralih dari sekadar alat kekuasaan menjadi sarana penting dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan.
Pendekatan ini juga menjadi dasar bagi berbagai inovasi dalam manajemen publik modern, termasuk pengertian tentang tata kelola yang baik dan pelayanan publik yang menghormati nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya dilihat sebagai objek dari kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai mitra aktif yang memiliki peran penting dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.
5. New Public Management (1980 – 2000 -an)  
Paradigma New Public Management atau NPM itu muncul sekitar tahun 1980-an sebagai jawaban atas masalah-masalah dalam sistem administrasi publik lama yang dianggap terlalu birokratis, lambat, dan kurang efisien. Ide ini terinspirasi dari cara-cara manajemen di dunia bisnis swasta, yang lebih menekankan pada efisiensi, efektivitas, tanggung jawab, dan fokus pada hasil nyata dalam menjalankan pemerintahan.
Intinya, paradigma ini bilang bahwa pemerintah harus dikelola dengan gaya manajemen modern, di mana sektor publik perlu mengadopsi hal-hal seperti persaingan, pembagian kekuasaan ke bawah, pengukuran kinerja yang jelas, dan layanan publik yang lebih memikirkan kebutuhan pengguna seperti pelanggan di perusahaan.
Dalam pelayanan publik, NPM lebih menyoroti produktivitas, penghematan biaya, dan peningkatan kualitas layanan. Pemerintah dianggap sebagai penyedia jasa yang harus memberikan manfaat ekstra buat masyarakat dengan menggunakan sumber daya sebaik mungkin. Beberapa ciri pokok dari NPM ini termasuk:  Lebih fokus pada hasil dan pengukuran kinerja, bukan cuma prosesnya saja, Desentralisasi dan pemberian otonomi ke unit-unit kerja, supaya keputusan bisa lebih cepat, Menggunakan mekanisme pasar dan persaingan dalam memberikan layanan publik, Orientasi pada kepuasan pelanggan, mirip seperti di bisnis swasta, Tanggung jawab yang diukur berdasarkan output dan dampak, bukan sekadar patuh pada aturan administratif. Paradigma ini banyak digunakan di negara-negara maju saat masa reformasi birokrasi, dan akhirnya jadi dasar bagi tuntutan perubahan manajemen publik di negara berkembang, termasuk Indonesia.
6. New Public Service (Denhardt & Denhardt, 2003)  
Paradigma New Public Service atau NPS ini muncul sebagai kritik terhadap New Public Management yang dianggap terlalu fokus pada efisiensi dan gaya pasar. Denhardt dan Denhardt (2003) yang memperkenalkan ide ini bilang bahwa pemerintah itu seharusnya bukan cuma penyedia layanan buat pelanggan, tapi lebih sebagai pelayan bagi warga negara yang punya hak untuk ikut aktif dalam urusan pemerintahan.
Di sini, masyarakat tidak  dilihat sebagai konsumen layanan, tapi sebagai warga negara yang ikut berpartisipasi dalam bikin kebijakan publik. Pemerintahnya berperan sebagai fasilitator dan kolaborator, bukan sebagai pengendali. Prinsip utamanya adalah "serving rather than steering" artinya, melayani masyarakat sambil melibatkan mereka di setiap langkah proses kebijakan. Nilai-nilai pokok dalam NPS ini meliputi:  Partisipasi publik dan demokrasi deliberatif sebagai fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan, Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain untuk menyelesaikan masalah-masalah publik, Pemerintah sebagai fasilitator yang memberdayakan masyarakat agar lebih aktif terlibat, Pelayanan publik yang lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan kepentingan bersama, bukan cuma efisiensi ekonomi, dan  Tanggung jawab kepada warga negara, bukan sekadar kepada atasan birokrasi atau hasil kinerja saja.
Dalam Penelitian ini, paradigma New Public Service (NPS) menjadi dasar dalam memahami partisipasi Masyarakat dalam program penanganan stunting di desa sei pimping, di mana pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, sedangkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam pencegahan stunting. Paradigma ini menekankan prinsip serving rather than steering, melayani masyarakat dengan melibatkan mereka dalam setiap proses kebijakan.


3. Kebijakan Publik
A. Kebijakan 
Teori kebijakan, atau yang dikenal sebagai policy theory, merupakan disiplin akademis yang mempelajari proses pembentukan, pelaksanaan, serta penilaian kebijakan publik. Bidang ini melibatkan analisis terhadap dinamika politik, para pelaku utama yang terlibat, serta konsekuensi yang timbul bagi masyarakat luas. Asal-usulnya dapat ditelusuri dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu politik, administrasi publik, dan ekonomi.
Teori kebijakan juga dapat dipahami sebagai disiplin kajian yang mendalami proses pembentukan, pelaksanaan, serta penilaian suatu kebijakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Menurut William N. Dunn (2003), teori kebijakan merupakan kumpulan konsep dan hipotesis yang menguraikan keterkaitan antara berbagai elemen yang mempengaruhi penyusunan dan implementasi kebijakan pemerintah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara sistematis alur kebijakan, mulai dari pengenalan masalah hingga hasil akhir yang diperoleh.
Thomas R. Dye (2008) mendefinisikan kebijakan sebagai "segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan" (whatever governments choose to do or not to do). Oleh karena itu, teori kebijakan tidak sekadar mengkaji tindakan konkret pemerintah, melainkan juga pilihan untuk tidak mengambil langkah terhadap suatu persoalan publik.
Selanjutnya, Easton (1965) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan produk dari sistem politik, di mana aspirasi dan dukungan masyarakat diproses oleh institusi politik untuk menghasilkan keputusan yang bersifat mengikat secara umum. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai system theory of policy, menyoroti bahwa kebijakan lahir dari interaksi antara masukan (aspirasi dan dukungan masyarakat), proses (institusi politik), serta keluaran (keputusan atau kebijakan itu sendiri).
Secara keseluruhan, teori kebijakan memiliki peran penting dalam: Menyediakan landasan ilmiah untuk memahami mekanisme pembuatan kebijakan, Membantu pemerintah merancang kebijakan yang efektif dan efisien, dan Berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menilai keberhasilan serta implikasi kebijakan terhadap masyarakat.
B. Kebijakan Publik
Kebijakan publik dapat dipandang sebagai evolusi dari teori kebijakan umum, yang secara khusus mengkaji kebijakan yang dirumuskan dan diterapkan oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat secara luas. Menurut Thomas R. Dye (2008), kebijakan publik didefinisikan sebagai "segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah" (whatever governments choose to do or not to do). Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik selalu berkaitan dengan langkah-langkah pemerintah dalam menangani isu-isu publik.
Anderson (2003) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan spesifik, yang dijalankan oleh seorang aktor atau kelompok aktor pemerintah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik ini bersifat rasional dan terencana guna mencapai hasil yang diinginkan.
Harold D. Lasswell (1951) menambahkan bahwa kebijakan publik harus dipandang sebagai proses multidisipliner yang melibatkan ilmu politik, administrasi publik, ekonomi, dan sosiologi. Pendekatan ini menekankan pentingnya penerapan pengetahuan ilmiah dalam memperbaiki mekanisme kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Thomas Dye juga pada tahun (2002), kebijakan publik adalah “apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Program pencegahan stunting merupakan bentuk kebijakan publik di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam implementasinya di tingkat desa, pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada aparatur pemerintah, tetapi juga dukungan dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan pencegahan stunting dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat lokal.
Jadi, Dalam penelitian ini, teori kebijakan publik diterapkan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam program penanganan stunting dirancang dan diimplementasikan. Selain itu, teori ini juga membantu memahami sejauh mana partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut di Desa Sei Pimping.
4. Partisipasi Masyarakat
Menurut Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahap pembangunan, yang mencakup:
1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan,
Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan mengacu pada keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan awal suatu program atau kegiatan. Di sini, masyarakat turut serta dalam menentukan kebutuhan, menetapkan prioritas, serta merancang strategi yang akan diterapkan dalam pembangunan.
Dalam kaitannya dengan program penanganan stunting, partisipasi semacam ini bisa terwujud melalui keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa, rapat perencanaan kegiatan posyandu, atau diskusi terkait strategi gizi dan sanitasi. Dengan melibatkan masyarakat sejak dini, program yang dikembangkan akan lebih selaras dengan kebutuhan riil serta kondisi di lapangan.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merefleksikan adanya ikatan emosional dan rasa memiliki terhadap program yang sedang dijalankan. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam penentuan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan, tumbuh pula rasa tanggung jawab bersama terhadap pencapaian tujuan program. Soetomo (2011) mengemukakan pandangan bahwa partisipasi yang muncul atas dasar kesadaran dan kemauan pribadi memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan partisipasi yang bersifat instruktif atau sekadar perintah dari pemerintah. Dalam upaya penanganan stunting, melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan akan memperkuat komitmen kolektif antara pemerintah desa, kader posyandu, dan keluarga yang menjadi sasaran, sehingga mampu menurunkan angka stunting secara berkesinambungan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan,
Pada tahap ini, masyarakat memainkan peran aktif dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam pelaksanaan tersebut dapat mencakup kontribusi berupa tenaga, waktu, ide, atau sumber daya lainnya.
Dalam konteks penanggulangan stunting, masyarakat dapat terlibat melalui kegiatan gotong royong untuk memperbaiki fasilitas air bersih, mendukung penyelenggaraan posyandu, menyediakan makanan tambahan bagi balita, atau bertindak sebagai kader kesehatan desa. Partisipasi pada tahap ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan juga aktor utama dalam proses pembangunan.
Di samping itu, keterlibatan masyarakat selama tahap pelaksanaan dapat memperkuat jaringan sosial di antara warga serta meningkatkan solidaritas sosial. Conyers (1991) menyatakan bahwa melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan program pembangunan dapat menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan program tersebut. Dalam hal pencegahan stunting, partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kesehatan dan gizi tidak hanya mempercepat pencapaian tujuan, namun juga membangun kesadaran bersama akan pentingnya peran kolektif dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
Partisipasi dalam pemanfaatan hasil mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam menikmati, memanfaatkan, serta mengelola output dari program yang telah dilaksanakan. Output tersebut tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga milik masyarakat yang telah memberikan kontribusi mereka.
Dalam kerangka program penanganan stunting, partisipasi ini nampak jelas ketika warga desa menggunakan fasilitas kesehatan, sumber air bersih, serta inisiatif gizi yang disediakan, sambil mengadopsi pola hidup bersih dan sehat sebagai dampak dari sesi penyuluhan. Hal ini memastikan bahwa keberlanjutan hasil program dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Selanjutnya, keterlibatan dalam menggunakan hasil menjadi penanda sukses dalam pemberdayaan masyarakat. Apabila masyarakat berdaya untuk mengelola dan merawat hasil program secara mandiri, hal ini mencerminkan bahwa nilai-nilai partisipasi telah tertanam dalam kehidupan sosial mereka. Sejalan dengan pandangan Ndraha (1990), keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya dinilai berdasarkan hasil fisik yang dicapai, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk melanjutkan dan mengembangkan hasil tersebut secara berkelanjutan. Dengan demikian, keterlibatan dalam menggunakan hasil program mencerminkan kemandirian masyarakat desa dalam mempertahankan keberlanjutan pelaksanaan program penanganan stunting.
4. Partisipasi dalam evaluasi program.
Partisipasi dalam evaluasi melibatkan masyarakat dalam proses penilaian terhadap hasil serta mekanisme pelaksanaan program. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat dapat memberikan masukan, menilai keefektifan kegiatan, dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki di masa depan.
Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut dapat diwujudkan melalui umpan balik dari masyarakat mengenai implementasi posyandu, efektivitas distribusi makanan tambahan, atau pemantauan perkembangan anak. Evaluasi yang melibatkan partisipasi ini mendorong terciptanya tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat terhadap kesuksesan program penanganan stunting.
Dalam konteks pencegahan stunting, partisipasi masyarakat berarti keikutsertaan warga dalam kegiatan seperti posyandu, penyuluhan gizi, perbaikan sanitasi, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Tingkat partisipasi masyarakat akan sangat memengaruhi efektivitas implementasi program. Dan Menurut Rondinelli (1993), partisipasi yang rendah sering kali menjadi hambatan utama keberhasilan program pembangunan di daerah, terutama jika masyarakat tidak diberikan ruang atau informasi yang memadai untuk terlibat.
Dari teori partisipasi Masyarakat yang sudah di jelaskan di atas, peneliti menggunakan teori partisipasi Masyarakat dari Cohen dan Uphoff (1980), karena mudah di pahami dan bisa di terapkan di tempat penelitian.
5. Pemberdayaan Masyarakat
     Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian komunitas agar bisa mengatur dan menentukan kehidupan mereka sendiri. Zimmerman (1995) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses di mana orang, kelompok, dan masyarakat mendapatkan kontrol atas keputusan yang berdampak pada hidup mereka.
Dalam upaya mencegah stunting, pemberdayaan dilaksanakan dengan cara meningkatkan pengetahuan mengenai gizi, melatih kader posyandu, dan membangun perilaku hidup bersih serta sehat. Pemberdayaan menjadi fondasi yang penting supaya partisipasi masyarakat bersifat berkelanjutan, bukan hanya sementara.
Pemberdayaan masyarakat tidak hanya fokus pada peningkatan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat lembaga lokal seperti posyandu, PKK, dan kader kesehatan desa. Dengan memperkuat lembaga-lembaga ini, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam seluruh tahap program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pencegahan stunting.
Menurut Ife dan Tesoriero (2008), pemberdayaan adalah usaha untuk menciptakan komunitas yang dapat mengelola sumber daya, memiliki rasa percaya diri, serta terlibat aktif dalam pembangunan. Dalam konteks ini, masyarakat diberi kesempatan untuk mengambil keputusan tentang kesejahteraan dan kesehatan keluarga, termasuk dalam cara menangani stunting.
Di samping itu, pemberdayaan juga mencakup peningkatan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan. Komunitas yang menyadari pentingnya gizi seimbang, sanitasi yang baik, dan cara asuh yang tepat akan lebih mampu mencegah stunting pada anak-anak mereka. Oleh karena itu, pemberdayaan berperan sebagai strategi utama untuk mencapai otonomi masyarakat, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi dapat menciptakan solusi lokal yang berkelanjutan.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT, 2021) juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai kunci sukses dalam pembangunan desa yang fokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam program penanganan stunting, pemberdayaan diwujudkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam mengidentifikasi masalah gizi, merancang rencana aksi desa, serta mengawasi pertumbuhan anak.

6.  Konsep Stunting dan Pencegahannya
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak masa kandungan hingga usia dua tahun. Menurut Kemenkes RI (2021), anak stunting memiliki tinggi badan di bawah standar normal berdasarkan usia.
Pencegahan stunting mencakup dua pendekatan:
1. Intervensi gizi spesifik – pemberian makanan tambahan, vitamin, dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan anak.
2. Intervensi gizi sensitif – penyediaan sanitasi, air bersih, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Di luar dari kedua pendekatan tersebut, pencegahan stunting mengharuskan kerja sama antar-sektor yang melibatkan pemerintah, profesional kesehatan, dan komunitas. Berdasarkan UNICEF (2020), stunting bukan hanya akibat dari malnutrisi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi seperti ketersediaan air bersih, fasilitas sanitasi, edukasi bagi ibu, serta metode pengasuhan anak. Oleh sebab itu, langkah pencegahan harus dijalankan secara komprehensif dengan keterlibatan semua pihak terkait.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022) menyatakan bahwa pencegahan stunting paling optimal dilakukan dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni dari masa gestasi hingga anak mencapai usia dua tahun. Dalam fase ini, intervensi nutrisi yang akurat dapat mengurangi risiko pertumbuhan terhenti dan masalah perkembangan intelektual.
Lebih lanjut lagi efektivitas pencegahan stunting sangat tergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Masyarakat berperan vital dalam menjaga kesinambungan aktivitas posyandu, mempromosikan gaya hidup bersih dan sehat, serta menyediakan bantuan sosial bagi keluarga yang rentan terhadap stunting. Dengan cara ini, pencegahan stunting tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, melainkan inisiatif kolektif yang bertujuan untuk kemakmuran generasi berikutnya.
7. Hubungan Administrasi Negara, Partisipasi Masyarakat, dan Pencegahan Stunting
Dalam perspektif administrasi negara modern, keberhasilan program publik tidak hanya diukur dari efisiensi birokrasi, tetapi juga sejauh mana masyarakat terlibat dalam prosesnya. Paradigma New Public Service menempatkan partisipasi masyarakat sebagai inti dari pelayanan publik yang humanis dan kolaboratif.
Dengan demikian, pencegahan stunting di Desa Sei Pimping merupakan manifestasi nyata penerapan administrasi negara di tingkat lokal yang berbasis pada pelayanan publik partisipatif, di mana pemerintah desa bertugas memfasilitasi, mengedukasi, dan memberdayakan masyarakat agar ikut aktif dalam menjaga kesehatan dan gizi anak-anak mereka.
Selain itu, dalam ranah administrasi negara, peran pemerintah desa memegang posisi krusial sebagai fasilitator dan pendorong partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah tidak sekedar bertindak sebagai penyusun kebijakan, melainkan juga sebagai rekan sejajar masyarakat dalam merancang, menjalankan, serta menilai program pencegahan stunting. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Dwiyanto (2010), yang menekankan bahwa administrasi publik kontemporer harus memupuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat guna mencapai keefektifan kebijakan publik.
Kolaborasi semacam ini merefleksikan implementasi prinsip governance yang menjunjung tinggi keterlibatan multipihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam mengatasi permasalahan publik. Melalui sinergi ini, program pencegahan stunting dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, sebab keputusan dan langkah-langkah yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan generasi mendatang yang kita semua pedulikan.





C. KERANGKA KONSEPTUAL 
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting



Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting



Permendes Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting


Indikator partisipasi Masyarakat menurut Teori Cohen dan Uphoff (1980) : 
1. Pengambilan Keputusan
2. Pelaksanaan 
3. Pemanfaatan Hasil
4. Evaluasi




Indikator Stunting berdasarkan Perbup Tabalong No. 61 Tahun (2022) :
1. Komitmen & Visi Kepemimpinan
2. Komunikasi & Pemberdayaan Masyarakat
3. Konvergensi Intervensi
4. Ketahanan Pangan & gizi
5. Sistem, data, riset, & inovasi


				


program penanganan stunting dilaksanakan secara cukup baik dan didukung dengan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat  agar pemahaman  dan  persepsi Masyarakat semakin positif terhadap program tersebut.



Sumber: oleh peneliti 2026.


